Jenis Peraturan

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU (LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) JUNE 2026

Nomor

Judul
PERIODE BULAN JUNI 2026

Title

uu

5 Tahun 2026

PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

The Third Amendment to Law Number 2 of 2002 on the Indonesian National Police

4 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN
SEKTOR KEUANGAN

The Amendment to Law Number 4 of 2023 on the Development and Strengthening of
the Financial Sector

3 Tahun 2026

PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Protection of Witnesses and Victims

RANCANGAN PERPRES

PEMERINTAH DIGITAL

Digital Government

INPRES

7 Tahun 2026

PERCEPATAN PROGRAM PENATAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN/ATAU ANAK USAHA BADAN USAHA
MILIK NEGARA

Acceleration of the State-Owned Enterprises and/or State-Owned Enterprise Subsidiaries
Restructuring Program

PERMEN KETENAGAKERJAAN

10 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER.12/MEN/X/2011
TENTANG ATASE KETENAGAKERJAAN DAN STAF TEKNIS KETENAGAKERJAAN PADA PERWAKILAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR NEGERI

Revocation of Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number
PER.12/MEN/X/2011 on Labor Attachés and Technical Labor Staff at Overseas Missions
of the Republic of Indonesia

9 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI

The Second Amendment to Regulation of the Minister of Manpower Number 8 of 2025
on Guidelines for the Provision of Government Assistance under the University Graduate
Apprenticeship Program

PERMEN ESDM

8 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN NOMOR 04/P/M/PERTAMB/1973 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN PERAIRAN DALAM KEGIATAN EKSPLORASI DAN ATAU
EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI

Revocation of Regulation of the Minister of Mining Number 04/P/M/PERTAMB/1973 on
the Prevention and Mitigation of Water Pollution in Oil-and-Gas Exploration and/or
Exploitation Activities

7 Tahun 2026

STANDAR KEGIATAN USAHA PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEKTOR
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Business Activity Standards for the Organization of Risk-Based Business Licensing in the
Energy and Mineral Resources Sector

6 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENYIMPANAN, DAN PERSETUJUAN RENCANA KSRJA DAN ANGGARAN
BIAYA SERTA TATA CARA PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA

The Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number
17 of 2026 on Procedures for the Preparation, Submission, and Approval of Work Plans
and Budget Plans, and Procedures for Reporting the Implementation of Mineral and Coal
Mining Business Activities

PERMEN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

3 Tahun 2026

PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL DALAM PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Protection and Enhancement of the Competitiveness of Micro-, and Small Scales
Enterprises in Trade Conducted Through Electronic Systems

PERMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL

1 Tahun 2026

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Granting of Performance Allowances to Employees within the Ministry of Investment
and Downstreaming/Indonesia Investment Coordinating Board

PERMEN KOORDINATOR BIDANG
PANGAN

3 Tahun 2026

PIAGAM PENGAWASAN INTERN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

Internal Audit Charter of the Coordinating Ministry for Food Affairs

PERMEN KESEHATAN

11 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR BIOMEDIS DAN GENOMIKA KESEHATAN

The Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 19 of 2023 on the
Organization and Work Procedures of the Center for Biomedical and Health Genomics

9 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 27 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN

The Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 27 of 2023 on the
Organization and Work Procedures of the Center for Environmental Health Laboratories

8 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

The Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 10 of 2023 on the
Organization and Work Procedures of Technical Implementing Unit in the Health
Quarantine Sector

7 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

The Second Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 25 of 2023 on
the Organization and Work Procedures of Technical Implementing Unit in the Public
Health Laboratory Sector

6 Tahun 2026

RUMAH SAKIT

Hospitals

PERMEN PEKERJAAN UMUM

12 Tahun 2026

PENGAMBILALIHAN DAN PENGOPERASIAN JALAN TOL SETELAH MASA KONSESI BERAKHIR

Takeover and Operation of Toll Roads Following the Expiration of the Concession Period

11 Tahun 2026

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SAMPAI
DENGAN RPO0,00 (NOL RUPIAH) ATAU 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Amount, Requirements, and Procedures for the Imposition of Non-Tax State Revenue
Tariffs of up to Rp0.00 (Zero Rupiah) or 0% (Zero Percent) on Types of Non-Tax State
Revenue Applicable to the Ministry of Public Works

PERMEN PERINDUSTRIAN

13/2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU
KEMITRAAN EKONOMI AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC
PARTNERSHIP

The Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 2 of 2023 on
Guidelines for the Utilization of Raw Materials Subject to Import Duty Tariffs under the
User Specific Duty Free Scheme in the Framework of the Agreement between the
Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership

12 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE
SCHEME DALAM RANGKA PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
KOREA)

Regulation of the Minister of Industry Number 1 of 2023 on Guidelines for the Utilization
of Raw Materials Subject to Import Duty Tariffs under the User Specific Duty Free
Scheme in the Framework of the Comprehensive Economic Partnership Agreement
between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the
Republic of Korea




11 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 35/M-IND/PER/5/2014 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM (BJKU) SECARA
WAIJIB

Revocation of Regulation of the Minister of Industry Number 35/M-IND/PER/5/2014 on
the Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Steel Bars for
General Purposes (BJKU)

10 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK SODIUM TRIPOLIFOSFAT MUTU TEKNIS SECARA WAJIB

Revocation of Regulation of the Minister of Industry Number 25 of 2024 on the
Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Technical-Grade
Sodium Tripolyphosphate

9 Tahun 2026

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-IND/PER/4/2013 TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK ANORGANIK TUNGGAL SECARA WAJIB
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 106/M-
IND/PER/11/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 26/M-
IND/PER/4/2013 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PUPUK ANORGANIK TUNGGAL
SECARA WAIJIB

Revocation of Regulation of the Minister of Industry Number 26/M-IND/PER/4/2013 on
the Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Single Inorganic
Fertilizers, as Amended by Regulation of the Minister of Industry Number 106/M-
IND/PER/11/2015 on the Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number
26/M-IND/PER/4/2013 on the Mandatory Enforcement of the Indonesian National
Standard for Single Inorganic Fertilizers

PERMEN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

8 Tahun 2026

EVALUASI KINERJA PEMERINTAH DIGITAL

Performance Evaluation of Digital Government

PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

7 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN KONTRIBUSI YANG DITETAPKAN SECARA NASIONAL

Implementation of Nationally Determined Contributions

6 Tahun 2026

PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Supervision and Administrative Sanctions

5 Tahun 2026

PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Planning for Air Quality Protection and Management

4 Tahun 2026

LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

Environmental Laboratories

PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

7 Tahun 2026

KESYAHBANDARAN DI PELABUHAN PERIKANAN

Harbormaster Functions at Fishing Ports

PERMEN IMIGRASI DAN
PEMASYARAKATAN

8 Tahun 2026

KLASIFIKASI ARSIP, SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS, DAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Records Classification, Security Classification and Access System for Dynamic Records,
and Records Retention Schedule within the Ministry of Immigration and Correctional
Affairs

PERMEN HAK ASASI MANUSIA

1 Tahun 2026

PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

Management of Conflicts of Interest within the Ministry of Human Rights

PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

13/2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Organization and Work Procedures of the Ministry of Primary and Secondary Education

PERMEN AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL

7 Tahun 2026

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL

Positions and Position Classes within the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial
Planning/National Land Agency

5 Tahun 2026

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIREUEN

Regional Spatial Plan of Bireuen Regency

PERMEN AGAMA

10 Tahun 2026

STATUTA UNIVERSITAS HINDU NEGERI | GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

Statute of | Gusti Bagus Sugriwa State Hindu University of Denpasar

PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPLEKS DARI REPUBLIK

Imposition of Anti-Dumping Import Duty on Imports of Duplex Paperboard Products from

PERMEN KEUANGAN 40/2026 KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN the Republic of Korea, Malaysia, and Taiwan
38/2026 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL DAN KEBUTUHAN Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue of a Volatile Nature and Urgent
MENDESAK YANG BERLAKU PADA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA Requirements Applicable at the National Cyber and Crypto Agency
PERMEN PERDAGANGAN 18/2026 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG The Second Amendment to Regulation of the Minist.er. of Trade Number 16 of 2025 on
KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR Import Policy and Provisions
17/2026 KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS PADUAN BESI Export Policy and Provisions of Ferroalloy Strategic Natural Resource Commodities

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS

5 Tahun 2026

KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Position Classes within the Ministry of National Development Planning/National
Development Planning Agency

KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA/BP2MI

159/2026

PETUNJUK TEKNIS PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Technical Guidelines for the Imposition of Administrative Sanctions During the
Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers

KEPMEN KETENAGAKERJAAN

157/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK
KONSTRUKSI KHUSUS PADA BIDANG PENGOPERASIAN ALAT BERAT UNTUK PEKERJAAN TANAH (EARTHWORKS)
DAN PEKERJAAN PENGASPALAN (ROADWORKS)

Stipulation of the Indonesian National Work Competency Standards for the Construction
Category, Main Group of Special Construction, in the Field of Heavy Equipment
Operation for Earthworks and Roadworks

153/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN
PENGGALIAN GOLONGAN POKOK AKTIVITAS JASA PENUNJANG PERTAMBANGAN BIDANG INTERVENSI SUMUR
DENGAN COILED TUBING

Stipulation of the Indonesian National Work Competency Standards for the Mining and
Quarrying Category, Main Group of Mining Support Service Activities, in the Field of Well
Intervention Using Coiled Tubing

152/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN
PERIKANAN GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG PENGEMBANGBIAKAN KARANG HIAS

Stipulation of the Indonesian National Work Competency Standards for the Category of
Agriculture, Forestry, and Fisheries, Main Group of Fisheries, in the Field of Ornamental
Coral Propagation

151/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI TRANSPORTASI DAN
PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
MENGEMUDI ANGKUTAN BERMOTOR

Stipulation of the Indonesian National Work Competency Standards for the Category of
Transportation and Warehousing, Main Group of Land Transport and Pipeline Transport,
in the Field of Motor Vehicle Operation

150/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI,
PEMROGRAMAN KOMPUTER, KONSULTASI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN JASA INFORMASI LAINNYA
GOLONGAN POKOK TELEKOMUNIKASI BIDANG PENGUJIAN PERANGKAT DAN KALIBRASI ALAT UKUR
KOMUNIKASI

Stipulation of the Indonesian National Work Competency Standards for the Category of
Telecommunications, Computer Programming, Consultancy, Computing Infrastructure,
and Other Information Services Activities, Main Group of Telecommunications, in the
Field of Telecommunications Equipment Testing and Calibration of Communications
Measuring Instruments

KEPMEN KEUANGAN

36/MK/BC/2026

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG
DIKENAKAN BEA KELUAR

Stipulation of Export Prices for the Calculation of Export Duties on Mining Products
Subject to Export Duties

33/MK/BC/2026

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS KELAPA SAWIT

List of Goods Restricted from Export under Regulation of the Minister of Trade Number
16 of 2026 on Import Policy and Provisions on the Export of Strategic Palm Oil Natural
Resource Commodities

32/MK/BC/2026

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS PADUAN BESI

List of Goods Restricted from Export under Regulation of the Minister of Trade Number
17 of 2026 on Import Policy and Provisions on the Export of Strategic Ferroalloy Natural

Resource Commodities




31/MK/BC/2026

DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM
STRATEGIS BATUBARA

List of Goods Restricted from Export under Regulation of the Minister of Trade Number
15 of 2026 on Import Policy and Provisions on the Export of Strategic Coal Natural
Resource Commodities

KEPMEN ESDM

253.K/MB.01/MEM.B/2026

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN JUNI TAHUN

Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the Second Period of June

2026 2026
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI NON KONVENSIONAL WILAYAH KERJA | Acceleration of the Implementation of Non-Conventional Oil and Gas Operations in the
246.K/MG.04/MEM.M/2026 f P f , P
ROKAN Rokan Working Area

228.K/MG.03/MEM.M/2026

HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2026

Indonesian Crude QOil Price for May 2026

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

46/2026

BANTUAN PEMERINTAH DALAM KEADAAN TERTENTU YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN LAINNYA
YANG DITETAPKAN OLEH PENGGUNA ANGGARAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Government Assistance under Certain Circumstances Having the Characteristics of Other
Forms of Assistance as Determined by the Budget User in the Context of Post-Natural
Disaster Rehabilitation and Reconstruction in Aceh Province, North Sumatra Province,

and West Sumatra Province

KEPMEN PERHUBUNGAN

KM 1048/2026

PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MELAKSANAKAN PERAWATAN DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

Assignment to PT Kereta Api Indonesia (Persero) to Carry Out the Maintenance and
Operation of State-Owned Railway Infrastructure

KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN

PEDOMAN PENERBITAN IJAZAH, TRANSKRIP NILAI, DAN SURAT KETERANGAN, SERTA PENGESAHAN FOTOKOPI

Guidelines for the Issuance of Diplomas, Academic Transcripts, and Certificates, as well

177/2026
MENENGAH 177/2026 ATAS IJAZAH as the Legalization of Diploma Copies
KEPMEN PERDAGANGAN 1453/2026 HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSL?JT:RPRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA Export Benchmark Prices and ReferenceDZl;iiceisfor Mining Products Subject to Export

KEPMEN PPN/KEPALA BAPPENAS

KEP.54/M.PPN/HK/06/2026

PENETAPAN DAFTAR RENCANA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA TAHUN 2026

Stipulation of the 2026 List of Public-Private Partnership Projects

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2583 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN

The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2583 of 2025 on the

KEPMEN PERINDUSTRIAN 2792/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
ELEKTRONIKA RUMAH TANGGA SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Household Electronic Appliances
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2576 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2576 of 2025 on the
2791/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
PUPUK NITROGEN, FOSFOR, DAN KALIUM PADAT SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Solid Nitrogen, Phosphorus, and Potassium Fertilizers
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 1422 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 1422 of 2025 on the
2790/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
PUPUK UREA SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Urea Fertilizers
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 942 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 942 of 2025 on the
789/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM-SENG WARNA DAN LAPIS PADUAN ALUMINIUM{ Indonesian National Standard for Prepainted Aluminum-Zinc Alloy-Coated Steel Sheets
MAGNESIUM LAPIS CAT WARNA SECARA WAJIB and Coils and Prepainted Aluminum-Magnesium Alloy-Coated Steel Sheets and Coils
The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 941 of 2025 on the
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 941 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
2788/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK . . ) , .
Indonesian National Standard for Zinc-Coated Steel Sheets and Prepainted Zinc-Coated
BAJA LEMBARAN LAPIS SENG DAN BAJA LEMBARAN LAPIS SENG WARNA SECARA WAIJIB Steel Sheets
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 940 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 940 of 2025 on the
2787/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
BAJA PROFIL SECARA WAJIB Indonesian National Standard for Structural Steel Sections
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 888 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 888 of 2025 on the
2786/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
AIR MINUM DALAM KEMASAN SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Bottled Drinking Water
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 881 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 881 of 2025 on the
2785/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
AUDIO VIDEO SECARA WAJIB Indonesian National Standard for Audio-Video Equipment
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 881 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 881 of 2025 on the
2784/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
PERALATAN MASAK (COOKWARE) DARI LOGAM SERTA PERALATAN MAKAN DAN PERLENGKAPAN MASAK DARI Indonesian National Standard for Metal Cookware and Stainless Steel Flatware and
BAJA TAHAN KARAT (STAINLESS STEEL FLATWARE) SECARA WAJIB Kitchenware
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 878 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 878 of 2025 on the
2783/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
TANGKI AIR SILINDER VERTIKAL SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Vertical Cylindrical Water Tanks
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3561 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 3561 of 2024 on the
2782/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
SEMEN SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Cement
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2945 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2945 of 2024 on the
2781/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the
ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN - SPRAYER GENDONG SECARA WAIJIB Indonesian National Standard for Plant Maintenance Equipment — Knapsack Sprayers
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 2669 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN The Amendment to Decree of the Minister of Industry Number 2669 of 2024 on the
2780/2026 LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK | Designation of Conformity Assessment Bodies for the Mandatory Enforcement of the

KACA ISOLASI SECARA WAIJIB

Indonesian National Standard for Insulating Glass

SE MENTERI PARIWISATA

SE/3/HK.01.03/MP/2026

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN MENYENANGKAN PADA SAAT LIBUR
SEKOLAH TAHUN 2026

Implementation of Safe, Comfortable, and Enjoyable Tourism Activities During the 2026
School Holiday Period

SE MENTERI LINGKUNGAN
HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN HIDUP

9 Tahun 2026

PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2026

Commemoration of World Environment Day 2026




PERATURAN DIRJEN INDUSTRI AGRO

2 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI AGRO NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG
RINCIAN KOMPONEN UTAMA BARANG SEKTOR INDUSTRI AGRO UNTUK PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI

The Amendment to Regulation of the Director General of Agro Industry Number 5 of
2025 on the Details of Main Components of Goods in the Agro Industry Sector for the
Calculation of Domestic Component Level Values

PERATURAN DIRJEN INDUSTRI KIMIA,
FARMASI DAN TEKSTIL

8 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL NOMOR 3 TAHUN
2025 TENTANG RINCIAN KOMPONEN UTAMA BARANG SEKTOR INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL UNTUK
PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

The Amendment to Regulation of the Director General of Chemical, Pharmaceutical, and
Textile Industries Number 3 of 2025 on the Details of Main Components of Goods in the
Chemical, Pharmaceutical, and Textile Industry Sector for the Calculation of Domestic
Component Level Values

SE DIRJEN KESEHATAN LANJUTAN

HK.02.02/D/2266/2026

PELAPORAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH RUMAH SAKIT MELALUI SISTEM PELAPORAN DAN EVALUASI
DIGITAL (SPEED) KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP (KLH/BPLH)

Reporting of Hazardous and Toxic Waste (B3 Waste) Management by Hospitals through
the Digital Reporting and Evaluation System (SPEED) of the Ministry of
Environment/Environmental Control Agency

SE DIRJEN CIPTA KARYA

10/SE/DC/2026

PEDOMAN MEKANISME PENERBITAN REKOMENDASI KELAIKAN DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS PEKERJAAN
KONSTRUKSI DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Guidelines on the Mechanism for the Issuance of Recommendations on the Feasibility of
Technical Planning Documents for Construction Works within the Directorate General of
Human Settlements

SE DIRJEN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN

B.188/DJPSDKP/PW.210/1V/2026

PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN SAMPAH PLASTIK DI KAPAL PERIKANAN

Implementation of Supervision and Management of Plastic Waste on Fishing Vessels

SE DIREKTUR TEKNIK DAN
LINGKUNGAN/KEPALA INSPEKTUR
TAMBANG

6.E/MB.07/DBT.PL/2026

EDARAN TENTANG PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA TAHUN 2026 PADA KEGIATAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Circular on the Commemoration of World Environment Day 2026 in Mineral and Coal
Mining Activities

B-4930/MB.07/DBT.KP/2026

PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN ANTISIPASI POTENSI KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) TAHUN
2026

Enhancement of Vigilance and Anticipation of Potential Forest and Land Fires (Karhutla)
in 2026

PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR BI

13/2026

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 21/28/PADG/2019 TENTANG
PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN NASABAH

The Fourth Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number
21/28/PADG/2019 on the Monitoring of Foreign Exchange Traffic Activities of Banks and
Customers

PERATURAN LEMBAGA PELINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN

3 Tahun 2026

PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Management of the Assistance Fund for Victims of Sexual Violence Crimes

PERATURAN KEJAKSAAN

1 Tahun 2026

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Granting of Awards by the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI
NEGARA

2 Tahun 2026

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG SECURITY OPERATION CENTER, BIDANG
UJI KEAMANAN SIBER, BIDANG AUDIT KEAMANAN INFORMASI, BIDANG KRIPTOGRAFI, BIDANG KESADARAN
KEAMANAN INFORMASI, BIDANG KEAMANAN INFORMASI, DAN BIDANG TANGGAP INSIDEN SIBER

Implementation of the Indonesian National Qualifications Framework in the Fields of
Security Operations Centers, Cybersecurity Testing, Information Security Auditing,
Cryptography, Information Security Awareness, Information Security, and Cyber Incident
Response

1 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG
PELATIHAN KEAMANAN SIBER DAN PERSANDIAN

The Amendment to Regulation of the National Cyber and Crypto Agency Number 5 of
2021 on Cybersecurity and Cryptography Training

PERATURAN BADAN RISET DAN
INOVASI NASIONAL

5 Tahun 2026

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN PASCASARJANA
BERBASIS RISET DAN MOBILITAS PERISET

Human Resource Capacity Development Program through Research-Based Postgraduate
Education and Researcher Mobility

4 Tahun 2026

PENGELOLAAN KENDARAAN DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

Management of Vehicles within the National Research and Innovation Agency

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI

1 Tahun 2026

PENCABUTAN 6 (ENAM) PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TERKAIT HARGA JUAL
GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI

Revocation of Six Regulations of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency on the
Selling Price of Natural Gas Distributed through Pipelines for Household Consumers on
Distribution Pipeline Networks

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL

2 Tahun 2026

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

Imposition of Administrative Sanctions for Violations of Halal Product Assurance
Requirements

PERATURAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

5 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, STASIUN
METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

Organization and Work Procedures of Meteorology, Climatology, and Geophysics
Centers, Meteorological Stations, Climatological Stations, and Geophysical Stations

4 Tahun 2026

KRITERIA KLASIFIKASI STASIUN METEOROLOGI, STASIUN KLIMATOLOGI, DAN STASIUN GEOFISIKA

Classification Criteria for Meteorological Stations, Climatological Stations, and
Geophysical Stations

PERATURAN BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL

1 Tahun 2026

PEDOMAN PENYEBARLUASAN DATA GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL DALAM HUBUNGAN LUAR
NEGERI

Guidelines for the Dissemination of Geospatial Data and Geospatial Information in
International Relations

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN

10 Tahun 2026

INFORMASI NILAI GIZI PADA LABEL PANGAN OLAHAN

Nutritional Information on Processed Food Labels

9 Tahun 2026

KELOMPOK AHLI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Expert Panels within the Indonesian Food and Drug Authority

RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA
KEUANGAN

RENCANA BISNIS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Business Plans for Insurance Companies and Reinsurance Companies

RANCANGAN PERATURAN BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PENARIKAN DAN/ATAU PEMUSNAHAN OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN,
DAN KOSMETIK

Recall and/or Destruction of Traditional Medicines, Quasi-Drugs, Health Supplements,
and Cosmetics

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG REGISTRASI PANGAN OLAHAN

The Amendment to Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority Number 23 of
2023 on Processed Food Registration

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 27 TAHUN

2022 TENTANG PENGAWASAN PEMASUKAN OBAT DAN MAKANAN KE DALAM WILAYAH INDONESIA

The Second Amendment to Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority
Number 27 of 2022 on the Supervision of the Importation of Drugs and Food into the
Territory of Indonesia

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN

PENYELENGGARAAN STRUCTURED PRODUCT OLEH BANK UMUM

Implementation of Structured Products by Commercial Banks

PERIZINAN PROFESI PELAKU USAHA SEKTOR KEUANGAN DI BIDANG PASAR MODAL

Professional Licensing of Financial Sector Business Actors in the Capital Markets Sector

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA
SYARIAH

The Amendment to Regulation of the Financial Services Authority Number 25 of 2023 on
Business Organization of Venture Capital Companies and Sharia Venture Capital
Companies

PERATURAN KSEI

INSTRUKSI PEMINDAHBUKUAN EFEK TANPA PEMBAYARAN DANA DI KSEI

Instructions for the Book-Entry Transfer of Securities without Cash Settlement in KSEI




PERATURAN KPEI

-5

KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

Clearing and Settlement Guarantee of Exchange Transactions in Equity Securities

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG

2 Tahun 2026

PEDOMAN PENGAJUAN KASASI BERDASARKAN PASAL 298 DAN PASAL 300 UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Guidelines for the Filing of Cassation Appeals under Article 298 and Article 300 of Law
Number 20 of 2025 on Criminal Procedure Code

SURAT EDARAN BPOM

5 Tahun 2026

KETENTUAN MENGENAI REGISTRASI VARIASI TERHADAP PERUBAHAN PRODUSEN ZAT AKTIF, PRODUSEN
EKSIPIEN, DAN PENERAPAN INFORMASI PRODUK DALAM BENTUK ELEKTRONIK DALAM RANGKA MENJAGA
KETAHANAN SEDIAAN FARMASI NASIONAL

Provisions on Variation Registration for Changes in Active Substance Manufacturers,
Excipient Manufacturers, and the Implementation of Electronic Product Information in
the Context of Maintaining National Pharmaceutical Product Resilience

PERIODE | BULAN JUNI 2026 (FIRST PERIOD OF JUN 2026)

PERATURAN PEMERINTAH 24/2026 TATA KELOLA EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS Governance of Exports of Strategic Natural Resource Commodities

22/2026 PENYELENGGARAAN BANDAR ANTARIKSA Organization of the Spaceport

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR The Third Amendment to Regu/atloh ij the Government Number 36 szng on Foreign
21/2026 Exchange Proceeds from the Exploitation, Management, and/or Processing of Natural

DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM Resources
20/2026 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENYESUAIAN PENGATURAN | The Amendment to Regulation of the Government Number 55 of 2022 on Adjustments
DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN to Regulations in the Income Tax Sector
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA The Amendment to Regulation of the Government Number 10 of 2025 on the
19/2026 Organization and Governance of the Nusantara Renewable Energy Investment
KELOLA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
Management Agency
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU DI LINGKUNGAN
18/2026 KEMENTERIAN PERTAHANAN Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable within the Ministry of Defense
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA
17/2026 KEUANGAN Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the State Audit Agency
14/2026 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG DAFTAR KOORDINAT |The Second Amendment to Regulation of the Government Number 38 of 2002 on the List
GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA of Geographic Coordinates of the Baseline Points of the Indonesian Archipelago

13/2026 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN RISET DAN Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues Applicable to the National Research and

INOVASI NASIONAL

Innovation Agency

10 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2010 TENTANG ADMINISTRASI
PRAJUIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

The Second Amendment to Regulation of the Government Number 39 of 2010 on the
Administration of the Indonesian National Armed Forces

2 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR
DARI KEGJATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

The Second Amendment to Regulation of the Government Number 36 of 2023 on
Foreign Exchange Proceeds from the Exploitation, Management, and/or Processing of
Natural Resources

PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI

Ratification of Protocol Amending the Agreement Between the Republic of Indonesia

PERATURAN PRESIDEN 32/2026 SUATU KEMITRAAN EKONOMI (PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF . .
and Japan for an Economic Partnership
INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP)
31/2026 KOMISI NASIONAL INDONESIA UNTUK UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC, AND CULTURAL Indonesia National Commission for United Nations Educational, Scientific, and Cultural
ORGANIZATION Organization
30/2026 PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2022 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2022) Ratification of International Coffee Agreement 2022
Th A R lati he Presi N 107 of 201 h
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 107 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN e Second Amendment to Regulation of the President Number 107 of 2015 on the
29/2026 Acceleration of the Organization of High-Speed Rail Infrastructure and Facilities Between
PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA KERETA CEPAT ANTARA JAKARTA DAN BANDUNG
Jakarta and Bandung
26/2026 PENGADAAN MINYAK BUMI, BAHAN BAKAR MINYAK, DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLEUM GAS UNTUK Procurement of Petroleum, Fuel Oil, and/or Liquefied Petroleum Gas for National Energy
KETAHANAN ENERGI NASIONAL Security
PENGESAHAN CONVENTION CONCERNING WORK IN THE FISHING SECTOR, INTERNATIONAL LABOUR . . . . . .
Ratification of Convention Concerning Work in the Fishing Sector, International Labour
25/2026 ORGANIZATION CONVENTION 188 (KONVENSI MENGENAI PEKERJAAN DALAM SEKTOR PENANGKAPAN IKAN, L. .
Organization Convention 188
KONVENSI ORGANISASI KETENAGAKERJAAN INTERNASIONAL 188)
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA . . .
Ratification of the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and
23/2026 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF .
the Government of Malaysia on Border Trade
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON BORDER TRADE)
21/2026 PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Special Assignments for the Acceleration of Infrastructure Development
20/2026 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, WAKIL KEPALA, DEPUTI, DAN TENAGA PROFESIONAL | Financial Entitlements and Other Benefits for the Head, Deputy Head, Deputy Directors,
BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS and Professional Staff of the Agency for Development Control and Special Investigations
19/2026 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Functional Allowances for Members of the Indonesian National Police
17/2026 KANTOR STAF PRESIDEN Office of the Presidential Staff
The A d t to Regulati the President Number 173 of 2024 on the Minist
16/2026 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PERHUBUNGAN e Amendment to Regulation of :’ra;ei)oi:atiolzm e of on the Ministry of
15/2026 HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN Financial Entitlements and Other Facilities for the Chairperson and Members of the

REPUBLIK INDONESIA

Presidential Advisory Council of the Republic of Indonesia

KEPUTUSAN PRESIDEN

9 Tahun 2026

PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA | DI WILAYAH SUNGAI BALI-PENIDA,
WILAYAH SUNGAI POMPENGAN-LARONA, WILAYAH SUNGAI SADDANG, DAN WILAYAH SUNGAI PARIGI-POSO

Expansion of the Operational Area of the Public Company (Perum) Jasa Tirta I in the Bali-
Penida River Basin, the Pompengan-Larona River Basin, the Saddang River Basin, and
the Parigi-Poso River Basin

8 Tahun 2026

SATUAN TUGAS INOVASI PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL

Task Force on Innovative Financing for National Park Management

7 Tahun 2026

PANITIA SELEKSI NASIONAL PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM RANGKA PEMENUHAN PROGRAM
PRIORITAS PRESIDEN

National Selection Committee for Human Resource Procurement in Support of the
President’s Priority Programs

PERMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BAPPENAS

4 Tahun 2026

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2027

Draft Government Work Plan for 2027




3 Tahun 2026

PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN KINERJA KEGIATAN DAN
ANGGARAN PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Planning, Implementation, Monitoring, Evaluation, and Reporting on the Performance of
Activities and the Budget at the Ministry of National Development Planning/National
Development Planning Agency

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.03/2017 TENTANG TATA CARA

The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 211/PMK.03/2017 on

PERMEN KEUANGAN 39/2026 PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Procedures for Calculating fDerformance Allowances for Employees within the
Directorate-General of Tax
37/2026 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK BENANG (SELAIN BENANG JAHIT) | Imposition of Safeguard Import Duties on Imports of Yarn Products (Other Than Sewing
37/2026 DARI SERAT STAPEL SINTETIK DAN ARTIFISIAL Thread) Made from Synthetic and Artificial Staple Fibers
36/2026 PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK TIRAI (TERMASUK GORDEN), KERAI |Imposition of Safeguard Import Duties on Imports of Curtains (Including Drapes), Interior
DALAM, KELAMBU TEMPAT TIDUR (BED VALANCE), DAN BARANG PERABOT LAINNYA Blinds, Bed Valances, and Other Furniture Items
35/2026 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN DANA ALOKASI UMUM Management of Revenue-Sharing Funds and General Allocation Funds
34/2026 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 82 of 2024 on
34/2026 PEMBEBASAN CUKAI Procedures for Excise Tax Exemptions
33/2026 JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK YANG BERLAKU | Types and Tariffs of Non-Tax State Revenues for Urgent Needs Applicable to the Ministry
PADA KEMENTERIAN KEUANGAN of Finance
32/2026 PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING SEMENTARA ATAS IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU | Imposition of Provisional Antidumping Duties on Imports of Floor Tiles Made of Iron or
BAJA BUKAN PADUAN DARI WUHAN IRON AND STEEL, CO., LTD., REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK Non-Alloy Steel from Wuhan Iron and Steel Co., Ltd., People’s Republic of China
The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 103 of 2024 on the

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA . . . .

31/2026 MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN | '™Position of Antidumping Duties on Imports of Floor Rolled Products of Iron or Non-
Alloy Steel from the People’s Republic of China, India, Russia, Kazakhstan, Belarus,
DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA TAIWAN, DAN THAILAND . .
Taiwan, and Thailand
30/2026 PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL DAN/ATAU DANA ALOKASI UMUM YANG DISALURKAN SECARA NONTUNAI |[Management of Revenue-Sharing Funds and/or General Allocation Funds Disbursed Non-
MELALUI FASILITAS TREASURY DEPOSIT FACILITY Cash Through the Treasury Deposit Facility
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 102 of 2025 on

TRANSFER KE DAERAH DAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Policies for Transfers to Regions and Regional National Economic Recovery Loans for

29/2026 DAN TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN DARURAT, REHABILITASI, DAN 2025 Fiscal Year and 2026 Fiscal Year to Accelerate Emergency Response, Rehabilitation,

REKONSTRUKSI PASCABENCANA ALAM DI PROVINSI ACEH, PROVINSI SUMATERA UTARA, DAN PROVINSI
SUMATERA BARAT

and Post-Natural Disaster Reconstruction in Aceh Province, North Sumatra Province, and
West Sumatra Province

PERMEN PEKERJAAN UMUM

10 Tahun 2026

PENGGUNAAN ASPAL BUTON OLAHAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PRESERVASI JALAN

Use of Processed Buton Asphalt for Road Construction and Preservation

9 Tahun 2026

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Performance Allowances for Employees within the Ministry of Public Works

PERMEN PERTANIAN

12 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN

Organization and Work Procedures of Technical Implementation Units under the Agency
for Agricultural Development and Modernization

PERMEN PERDAGANGAN

19 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

The Organization of Business in Trade Through Electronic Systems

16 Tahun 2026

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS KELAPA SAWIT

Export Policies and Arrangements for the Strategic Natural Resource Commodity of Palm
Oil

15 Tahun 2026

KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR KOMODITAS SUMBER DAYA ALAM STRATEGIS BATUBARA

Export Policies and Arrangements for the Strategic Natural Resource Commodity of Coal

PERMEN PARIWISATA

5 Tahun 2026

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

Control of Gratifications within the Ministry of Tourism

PERMEN PANRB

7 Tahun 2026

JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG PENDIDIK DAN PENGAWASAN MUTU PENDIDIKAN

Functional Positions in the Field of Education and Educational Quality Supervision

6 Tahun 2026

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

Functional Positions for Goods/Services Procurement Managers

PERMEN HUKUM

11 Tahun 2026

POS BANTUAN HUKUM DESA DAN KELURAHAN

Village and Subdistrict Legal Aid Posts

PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

8 Tahun 2026

KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Protocol within the Ministry of Higher Education, Science, and Technology

PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

12 Tahun 2026

MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

School Orientation Period

PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL

3 Tahun 2026

PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL

Management of Dynamic Archives within the Ministry of Villages and Development of
Disadvantaged Regions

PERMEN DALAM NEGERI

12 Tahun 2026

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOSEN TETAP INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Appointment and Dismissal of Tenured Lecturers at the Institute of Public Administration

RANCANGAN PERMEN UMKM

PELINDUNGAN DAN PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO DAN KECIL DALAM PERDAGANGAN
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

The Protection and Enhanced Competitiveness of Micro- and Small-Scale Enterprises

KEPMEN KETENAGAKERJAAN

145/2026

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DAN PERTAHANAN, SERTA JAMINAN SOSIAL WAJIB BIDANG PENGAWASAN ATAU AUDIT INTERN

Establishment of Indonesian National Occupational Competency Standards for the
Categories of Government Administration and Defense, as well as Mandatory Social
Security in the Field of Supervision or Internal Audit

KEPMEN ESDM

229.K/MB.01/MEM.B/2026

PENINGKATAN PENGAWASAN TERHADAP KEGIATAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU PENJUALAN KOMODITAS
MINERAL DAN/ATAU BATUBARA

Enhanced Supervision of the Transportation and/or Sale of Mineral and/or Coal
Commodities

227.K/MB.01/MEM.B/2026

HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN JUNI
TAHUN 2026

Reference Prices for Metal Minerals and Reference Prices for Coal for the First Period of
June 2026

212.K/EK.01/MEM.E/2026

PENERAPAN STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM MELALUI PENCANTUMAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI
UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI POMPA AIR BERSIH

Application of Minimum Energy Performance Standards Through the Affixing of Energy-
Saving Labels on Energy-Using Equipment for Clean Water Pumps

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG

The Amendment to Decree of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Number 5 of

KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 41/2026 2026 on Technical Guidelines for the Merah Putih Fishing Village Assistance Program for
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH TAHUN ANGGARAN 2026 2026 Fiscal Year
40/2026 KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KABUPATEN BOLAANG Marine Conservation Area in the Waters of South Bolaang Mongondow, South Bolaang
MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA Mongondow Regency, North Sulawesi Province
38/2026 KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN DI WILAYAH KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Conservation Areas in the Waters of Kulon Progo, Special Region of Yogyakarta
37/2026 KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU Conservation Areas in the Waters of North Rupat, Bengkalis Regency, Riau Province




36/2026

KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN WILAYAH KABUPATEN BENGKALIS, SIAK, DAN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

Conservation Areas in the Waters of Bengkalis, Siak, and Meranti Islands Regencies, Riau
Province

34/2026

PENGGUNAAN METODE PENUNJUKAN LANGSUNG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA
PELAKSANAAN PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH PEMBANGUNAN KAMPUNG NELAYAN MERAH PUTIH
TAHUN 2026

Use of the Direct Appointment Method in Government Procurement of Goods/Services
for the Implementation of the Government’s Priority Program for the Development of
the Merah Putih Fishing Village in 2026

KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL

228/2026

HASIL PENGUKURAN INDEKS TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL TAHUN 2025

Results of the 2025 National Digital Transformation Index Measurement

KEPMEN PERDAGANGAN

1416/2026

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA
KELUAR

Export Reference Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export
Duties

1415/2026

DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN
DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI DAN ATAU SAMA DENGAN 25 KG

List of Brands of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein in Branded Packaging
with a Net Weight of Less Than or Equal to 25 kg

1414/2026

HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI DTAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG
DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

Export Reference Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products
Subject to Export Duties and Public Service Agency Service Fees

PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI

PER-4/BC/2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-22/BC/2021
TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH
DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS

The Second Amendment to Regulation of the Director-General of Customs and Excise
Number Per-22/Bc/2021 on Procedures for the Import and Export of Goods to and from
Areas Designated as Free Trade Zones and Free Ports

PERATURAN DIRJEN PERBENDAHARAAN

PER-4/PB/2026

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH PADA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Technical Guidelines for the Distribution of Transfers to Regions at the Directorate-
General of Treasury

KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN
LAUT

KP-DJPL 239/2026

PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN DATA IDENTIFIKASI TRUK TUNGGAL (SINGLE TRUCK IDENTIFICATION DATA) DI
PELABUHAN

Technical Guidelines for the Application of Single Truck Identification Data at Ports

SURAT EDARAN DIRJEN BINA MARGA

13/SE/Db/2026

PERANCANGAN, GAMBAR STANDAR, PELAKSANAAN, DAN PEMELIHARAAN KONSTRUKSI JEMBATAN UNTUK
PEDESAAN (JUDESA)

Design, Standard Drawings, Implementation, and Maintenance of Rural Bridges (Judesa)

12/SE/Db/2026

PELAKSANAAN TEKNIS PENGUMPULAN DATA HARGA SATUAN POKOK SEKTOR KONSTRUKSI DI DIREKTORAT
JENDERAL BINA MARGA

Technical Implementation of Unit Price Data Collection for the Construction Sector at
the Directorate-General of Highways

11/SE/Db/2026

PELAKSANAAN E-PURCHASING KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE MINI-KOMPETISI UNTUK SEKTOR
KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN

Implementation of E-Purchasing via an Electronic Catalog Using the Mini-Competition
Method for the Road and Bridge Construction Sector

SURAT EDARAN DIRJEN PERHUBUNGAN

SE-DJPL 11/2026

PENERAPAN PELAYANAN SECARA PENUH (MANDATORY) LAYANAN SINGLE SUBMISSION (SSM PENGANGKUT)

Mandatory Application of the Single Submission Service (SSM for Carriers) in a Single

LAUT SATU SIKLUS DAN PEMBERITAHUAN PERDAGANGAN ANTARPULAU BARANG (PAB) Cycle and Inter-Island Trade Notification for Goods (PAB)
SURAT EDARAN DIRJEN PERHUBUNGAN SE-DJPU 11/2026 PELAPORAN DAN PENANGANAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM RADIO FREQUENCY INTERFERENCE Reporting and Handling of Global Navigation Satellite System Radio Frequency
UDARA

(GNSS RFI)

Interference (GNSS RFI)

SURAT DIRJEN EKOSISTEM DIGITAL

B-68/DJED.3/PI.02.05/05/2026

(A1)

PERMINTAAN MASUKAN FORMAT LAPORAN TAHUNAN PELAKU USAHA KBLI BIDANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Request for Input on the Annual Report Format for KBLI Business Entities in the Artificial
Intelligence (Al) Sector

PERATURAN BANK INDONESIA

5 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL
EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR

The Second Amendment to Regulation of Bank Indonesia Number 7 of 2023 on Export
Proceeds and Import Payment Foreign Exchange

PERATURAN ANGGOTA DEWAN

4 Tahun 2026

PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI “PERINGATAN 100 TAHUN BUNG KARNO” TAHUN
EMISI 2001 DARI PEREDARAN

Withdrawal and Recall of Special “100th Anniversary of Bung Karno” Series Rupiah
Banknotes (Issued in 2001) from Circulation

GUBERNUR BANK INDONESIA

12 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 16 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI
PASAR VALUTA ASING BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

The Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 16 of 2024 on Foreign
Exchange Market Transactions Based on Sharia Principles

11 Tahun 2026

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

The Second Amendment to Regulation of the Board of Governors Number 11 of 2024 on
Foreign Exchange Market Transactions

PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL

7 Tahun 2026

SATU DATA PEMENUHAN GIZI NASIONAL

National Nutrition Compliance Data

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

5 Tahun 2026

PEDOMAN PENILAIAN TINGKAT KEPATUHAN DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN SERAH SIMPAN KARYA CETAK
DAN KARYA REKAM

Guidelines for Assessing Compliance Levels in the Fulfillment of Deposit Obligations for
Printed and Recorded Works

PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

1 Tahun 2026

PENERBITAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN

Issuance of Police Clearance Certificates

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

3 Tahun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI DAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA

Organization and Operational Procedures of Provincial and Regency/City Central
Statistics Agencies

PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA

8 Tahun 2026

PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DI OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA

Increasing the Use of Domestic Products in the Procurement of Goods and Services by
the Nusantara Capital Authority

7 Tahun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG
FORMULA, BESARAN, DAN TATA CARA PEMBAYARAN TARIF KONTRIBUSI ATAS PENGALOKASIAN ASET DALAM
PENGUASAAN OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

The Amendment to Regulation of the Head of the Nusantara Capital Authority Number
18 of 2025 on the Formula, Amount, and Procedures for Payment of Contribution Fees
for the Allocation of Assets Under the Control of the Nusantara Capital Authority

6 Tahun 2026

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DI OTORITA 1BU KOTA NUSANTARA

Archival Management at the Nusantara Capital Authority

PERATURAN DIREKSI KSEI

I-B
C

REKENING EFEK UTAMA

Main Securities Account

SUB REKENING EFEK

Securities Sub-Account

RANCANGAN PERATURAN BPOM

TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

Procedures for Issuing Permits for the Application of Good Manufacturing Practices for
Processed Foods

RANCANGAN PERATURAN OJK

INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN BAGI PENYELENGGARA INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR
KEUANGAN, ASET KEUANGAN DIGITAL DAN ASET KRIPTO

Financial Reporting Integrity for Organizers of Financial Sector Technology Innovations,
Digital Financial Assets, and Crypto Assets

PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Calculation of Solvency for Insurance Companies and Reinsurance Companies

SURAT EDARAN DIREKSI KPEI

SE-004/DIR/KPEI/0526

PENYESUAIAN KETENTUAN BIAYA (FEE) PINJAM MEMINJAM EFEK REGULER

Adjustment of Fee Provisions for Regular Securities Lending and Borrowing
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